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“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri
yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari
keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah)
hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

(An-Nisa’ (4): 1)!

! Kementrian Agama RI, Qur’an Kemenag In Ms Word, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag, 2002),
An-Nisa’ Ayat 1.
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ABSTRAK

Setiap manusia, terutama umat muslim diperintahkan untuk menikah karena menikah merupakan
setengah ibadah dari agama Islam. Pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, suami dan istri harus menjaga ikatan
pernikahannya agar kokoh dan tidak mudah lepas atau hancur begitu saja. Untuk itu, dibutuhkan
persiapan mental, financial, dan pengetahuan-pengetahuan sebelum menjalani pernikahan. Berdasarkan
konteks tersebut, penyusun ingin meneliti tentang Impelementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-
nikah bagi Calon Pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Kendal.

Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan
bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Kendal dan apa saja
kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementrian Agama Kabupaten
Kendal.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari dengan 16
Jam Pelajaran. Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan di masing-masing KUA
Kecamatan setelah calon pengantin melaksanakan pendaftaran menikah. Implementasi program
bimbingan perkawinan pra-nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kendal sudah berjalan
namun masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Hal ini dikarenakan adnya kendala dan
hambatan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, berikut
mengenai kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program bimbingan
perkawinan: 1) Minimnya SDM Fasilitator terhadap cara penyampaian materinya didalam
bimbingan tatap muka, 2) Minimnya kesadaran dan kesibukan calon pengantin karena bekerja,
3) Keterbatasan Anggaran yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di
Kementerian Agama Kabupaten Kendal belum optimal

Kata Kunci : Implementasi, Bimbingan Pra-nikah
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini
berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun
1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
\ Alif tidak Tidak
dilambangkan | dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
& Sa § es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di
bawah)
¢ Kha Kh kadan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di
atas)
B Ra R Er
B) Zai Z Zet
o Sin S Es
Bx Syin Sy es dan ye
o= Sad § es (dengan titik di
bawah)
U= Dad d de (dengan titik di
bawah)
L Ta 1 te (dengan titik di
bawah)
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L Za z zet (dengan titik di
bawah)

& ‘ain koma terbalik di
atas

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

3 Qaf Q Ki

4 Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

O Nun N En

P Wau W We

3 Ha H Ha

. Hamzah ’ Apostrof

¢ Ya Y Ye

b. Vokal
VVokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal dan vokal
rangkap.
1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya
sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin

- Fathah A A

- Kasrah I I

2 Dhammah ] U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:



Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
¢ | fathah dan ya Ai adani
and fathah dan Au adanu
wau

c. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
AT Fathah dan alif atau A a dan garis di
- ya atas
T Kasrah dan ya I i dan garis di
atas
-9 Dhammah dan wau U u dan garis di
atas

Contoh: J& :qala
dE :qila
J3  :yaqalu
d. Ta Marbutah
Transliterasinya menggunakan:
1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: i) raudatu

2. TaMarbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: 435 :raudah

3. Tamarbutah yang diikuti kata sandang al
Contohnya: JébYiia3;  : raudah al-atfal

e. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: W,  :rabbana



Kata Sandang
Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf
bunyinya
Contohnya: <&ill  :asy-syifa’

2. Kata sandang gamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya huruf /I/.
Contohnya: Al : al-qalamu

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakatan kata, istilah, atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang
sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering
ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun
apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab,

maka harus ditransliterasi secara utuh.
Lafz al-jalalah (4

Kata “Allah” yang didahului partiker seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah ditransliterasi
memakai huruf (t).

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-
huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman
ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut
diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut,

kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia, terutama umat muslim diperintahkan untuk menikah. Menikah
merupakan setengah ibadah dari agama Islam. Definisi pernikahan atau perkawinan itu
sendiri ialah suatu akad (ikatan janji) yang dapat menghalalkan masing-masing pasangan
suami-istri untuk saling menikmati dirinya.? Secara etimologi nikah ialah mengumpulkan,
setubuh dan akad, sedang secara terminologi syar’i ialah akad yang mencakup beberapa
rukun dan syarat.® Pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa®. Didalam Al-Qur’an surat Adz dzariyyat
ayat 49 Allah SWT juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling berpasang-

pasangan.
03285 4B 035 R ¢ LK (o

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran
Allah”. (QS. Adz-Dzariyaat : 49)

Makna hakikat menikah menurut sebagian Ulama adalah “persetubuhan” (al-waf),
sedangkan arti kiasannya adalah ‘“akad” (al-’agad). Namun sebagian lain mengartikan
kebalikannya, makna hakekat nikah adalah “akad”, makna kiasannya adalah
“persetubuhan”.® Apapun dari semua makna tersebut, pada dasarnya tujuan daripada
menikah adalah sama yaitu menciptakan keluarga yang kekal, bahagia, harmonis serta
mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Setelah adanya revisi Undang-undang
perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 dalam
hal ini disebutkan pasal 7 ayat (1) bahwa batasan usia seseorang yang akan menikah

minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.® Seseorang yang sudah menikah akan

2 Abu Bakar Jabir El-Jazairi, Pola Hidup Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 162.

¥ Tim Pembukuan ANFA’ 2015, Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam FATH AL-QARIB, (Kediri : Anfa’
Press, 2015) 483.

* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974, https://www.pa-sungguminasa.go.id,
diakses 5 Mei 2020.

® Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., FIQH PERNIKAHAN, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 1.

® pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974.

1


https://www.pa-sungguminasa.go.id/

dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam, sedangkan bagi yang
beragama Non Islam dicatat di Catatan Sipil setempat.

Dalam suatu pernikahan jika menginginkan agar rumah tangga harmonis dan penuh
berkah, serta bisa mewujudkan akan tujuan menikah menjadi keluarga sakinah, maka niat
awal menikah harus didasarkan pada niat yang baik. Karena jika menikah hanya bertujuan
untuk melampiaskan syahwat atau hanya ingin merasakan hubungan seksual, maka mungkin
akan ada efek buruk setelah menikah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas
perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan
seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan
selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai
keimanan dan akhlag yang mulia.” Perkawinan bukanlah hanya sebatas akad untuk
mempersatukan janji suci dan penghalalan semata, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab
besar yang mau tidak mau harus dilakukan sebagai konsekuensi penyandang suami atau
isteri. Pada kehidupan rumah tangga, peran seorang anggota keluarga dalam menjaga
keutuhan rumah tangga sangatlah penting. Bukan hanya kepala rumah tangga, tetapi juga
dengan istri beserta anak-anaknya. Oleh karena itu, sangat diperlukan suami dan istri
mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing agar mereka memperoleh
hak yang seimbang sesuai dengan kewajiban yg dilakukan. Dalam hal ini Allah berfirman

dalam surat Ar-Rum ayat 21 :®
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Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah terciptanya
hubungan yang harmonis dan saling merasa tentram antara suami dan istri. Ayat ini juga
menghendaki agar terjalinnya hubungan yang berdasarkan kasih sayang antara suami dan
isteri, bukan hubungan yang saling menindas maupun mendominasi.

Sebuah hubungan rumah tangga harus dibangun dengan pondasi yang kuat agar tetap
kokoh dan bertahan sampai akhir. Sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-
kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik dan
secara psikologis antara calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus benar-benar

sudah matang dalam berpikir dan hidup mandiri. Didalam rumah tangga suatu

7 Jurnal UIN Walisongo, “Keluarga Sakinah : Konsep dan Pola Pembinaan”, https:/journal.walisongo.ac.id/in-
dex.php/ihya/article/download/1739/pdf; diakses 15 januari 2021.

® Ar-Rahman Pre Wedding Academy (APWA), “Dalil Nikah”, https:/apwa.wordpress.com/perpustakaan/dalil-
nikah; diakses 17 Mei 2020.
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permasalahan maupun konflik merupakan hal yang wajar yang biasa terjadi, tak ada satupun
keluarga yang tidak mengalaminya. Akan tetapi baik suami maupun isteri harus bisa
menyelesaikannya dengan bijak dan solutif, sehingga dengan adanya permasalahan itu tidak
mudah membuat bangunan rumah tangga tersebut muncul konflik hingga berujung pada
perceraian. Mengingat dengan seiring perkembangan kehidupan sekarang ini kerap terjadi
kasus perceraian karena ketidaksiapan menghadapi sebuah permasalahan dalam rumah
tangga. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam suatu ranah
keluarga, diantaranya adalah alasan ekonomi, perselingkuhan, ketidak cocokan, campur
tangan pihak ketiga dan lain sebagainya yang memicu perselisihan, atau bahkan hanya
permasalahan kecil bisa menjadi pemicu pertengkaran, perpisahan sehingga berujung pada
perceraian.

Perceraian diperbolehkan dalam agama, akan tetapi perbuatan tersebut sangatlah
dibenci oleh Allah SWT. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur masalah
perceraian, namun pada prinsipnya perceraian yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974
sebisa mungkin berusaha mengendalikan angka perceraian di negara ini agar tingkat
perceraian tidak terlalu tinggi. Artinya, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia berusaha
agar perceraian itu tidak terjadi dengan cara mendamaikan antara kedua belah pihak apabila
salah satu dari mereka melakukan gugatan cerai atau permohonan talak. Peristiwa perceraian
di Indonesia bisa dikatakan tergolong cukup tinggi khususnya di kota-kota kecil seperti di
Kabupaten Kendal. Dua tahun terakhir ini angka perceraian di Kabupaten Kendal
mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal memutuskan
2.609 kasus perceraian, sedangkan di tahun 2019 naik menjadi 2.679 kasus.® Faktor utama
yang menyebabkan perceraian yakni perselisihan yang cukup lama, meninggalkan salah satu
pihak, permasalahan ekonomi, dan KDRT.

Menyatukan dua insan yang berbeda untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang
harmonis dan ideal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, bahkan bisa dibilang
cukup sulit. Sekiranya diperlukanlah persiapan yang matang sebelum menjalaninya. Selama
perjalanannya pun membutuhkan adanya keridhoan dan kesabaran dalam menerima maupun
menghadapi pasangannya untuk menyatukan dua insan yang berbeda perilaku dan
kepribadian. Pemerintah (Kementerian Agama) melalui keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018

menginstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan

? Jateng.Tribunnews.com, “Angka Perceraian di Kendal capai 2679 kasus”, https://jateng.tribunnews.com/a
mp/2019/12/10/angka-perceraian-dikendal-capai-2679-kasus; diakses 6 Agustus 2020.
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pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian
Agama serta organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian
Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan
inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-
cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman
penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan
pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan. Kegiatan ini
bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina
rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung
pada perceraian.

Pembiayaan bimbingan perkawinan ini sesuai dengan bab IV peraturan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 adalah bersumber dari dana
APBN, dan PNBP NR. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak Kementerian
Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk
syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini wajib
diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan
merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan.

Perlu bagi kita untuk mengetahui bersama apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan
bagi calon pengantin menurut peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2018 ini sudah sesuai dan
efektif dengan peraturan yang ada sehingga dapat membekali calon pengantin untuk
menghadapi kehidupan rumah tangga dan mengurangi angka perceraian di Kabupaten
Kendal atau masih menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaanya, atau bahkan
mungkin belum terealisasi sama sekali. Berbekal dari persoalan ini penyusun tertarik untuk
mengangkat judul skripsi tentang “IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN
PERKAWINAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KENDAL”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahannya sebagai berikut :
1. Bagaimana Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-nikah bagi calon

pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Kendal?



2. Apa kendala dan hambatan pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di

Kementerian Agama Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Didalam penulisan skripsi ini penyusun mempunyai beberapa tujuan pokok yang

akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini

adalah :

a.

Mengetahui Implentasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah bagi calon
pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
Mengetahui kendala dan hambatan pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan

Pra-Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi berbagai pihak secara teoritis

maupun praktis di antaranya sebagai berikut :

a.

Manfaat penelitian dilihat dari segi teoritis :

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
baru bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada umumnya dan
Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada
khusunya.

Manfaat penelitian di lihat dari segi praktis :

Dari penelitian ini diharapkan pemerintah bisa menjalankan program bimbingan
perkawinan Pra-nikah ini dengan merata kepada semua pasangan calon pengantin.
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperkaya khazanah

keilmuan yang berhubungan dengan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah

pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian

yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian

yang telah ada. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun

laporan penelitian, pembahasan mengenai keputusan Dirjen bimas islam yang penerapannya

dalam Bimbingan Pra-nikah sudah pernah dilakukan peneliti terdahulu akan tetapi berbeda

program dan prosedur pelaksanaannya, diantaranya vyaitu :



Pertama penelitian yang ditulis oleh Umi Kusniah (12210146), “Implementasi Kursus
Calon Pengantin di KUA Klojen Malang”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa :
(1) implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang masih belum sesuai
dengan ketentuan dan garis besar regulasi yang mengatur tentang program kursus calon
pengantin karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan, diantaranya dana
yang kurang memadai, tidak adanya jadwal yang sistematis dan keterbatasan sarana
prasarana. (2) Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang dilihat
dari komponen- komponen pelaksana kursus calon pengantin seperti materi Kkursus,
narasumber, waktu, metode dan sarana prasarana masih belum dilaksanakan dengan
maksimal, sehingga masih belum berjalan efektif. Dengan demikian haruslah ada
pembenahan disetiap komponen yang telah diketahui kekurangannya disetiap masing-
masing sector agar program berjalan efektif.'

Kedua penelitian yang ditulis oleh Juniarti Harahap (1111044100046), “Implementasi
Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ/542 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga
Arrahman Prewedding Academy)”. Dalam skripsi ini ditemukan bahwa pelaksanaan
pendidikan pra nikah terhadap belum optimal sesuai dengan peraturan direktur jenderal
bimbingan masyarakat Islam tentang pedoman penyelenggaraan pra nikah, penyelenggaraan
belum optimal dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga
tidak berjalan sesuai dengan kenyataan di masyarakat sehingga mengakibatkan banyaknya
faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan pra nikah.™

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Lala Khoironi Lutfi (210113076), “Implementasi
Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.11/542
Tahun 2013 Tentang Kursus Pra Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukorejo)”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah
yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum optimal sesuali
dengan Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor :
DJ.11/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah dikarenakan
faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan

kenyataan dimasyarakat, mengakibatkan banyak faktor yang menghambat dalam

' Umi Kusniah, “Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang” (Malang: Skripsi, UIN
Maulana Malik Ibrahim, 2016) file:///D:/Skripsi/My_Proposal/Referensi/ 12210146.pdf diakses 16 Maret 2020.

! Juniarti Harahap, “Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ/542
Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman
Preweding Academy)” (Jakarta: Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015) file:///D:/Skripsi/MyProposal/-
Referensi/pdf. diakses 16 Maret 2020.
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implementasi kursus pra nikah. Hambatan dan kendala pelaksanaan kursus pra nikah di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo adalah : 1) sarana dan fasilitas yang belum
memadai, 2) pemateri kursus pra nikah yang hanya dari Kepala KUA atau dari penghulu
Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo bukan dari narasumber yang memiliki keahlian
khusus seperti psikologi dan konsultan agama, 3) Materi kursus pra nikah yang hanya
seputar munakahat, 4) keterbatasan waktu yang hanya dilaksanakan dalam waktu 30-60
menit, 5) tidak adanaya jadwal khusus mengenai pelaksanaan kursus pra nikah, 6) Tidak
adanya tuntutan pertanggung jawaban atau laporan dari Kementerian Agama atas kursus pra
nikah."

Keempat penelitian yang ditulis oleh Anisa Rahmawati (14350041), “Efektivitas
Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten
Sleman”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan bimbingan perkawinan
di Kabupaten Sleman sudah mulai berjalan akan tetapi ada beberapa hal dalam teknis
pelaksanaannya belum sesuai dengan pedoman yang ada. Pelaksanaan bimbingan
perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan satu bulan sekali di tiap-tiap kecamatan di
kabupaten Sleman dengan mendatangkan narasumber dari Kementerian Agama, Penghulu,
Penyuluh, dan dari Bidan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan diadakan selama 2 hari yaitu
pada jam kerja kantor, ataupun pada hari libur. Kesuksesan bimbingan perkawinan bagi
calon pengantin ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: a) Bagi peserta yang mengikuti
bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya. b) Materi bimbingan yang mudah dipahami, c)
Narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa
materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga.*®

E. Metode Penelitian.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif
empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum
dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan
masyarakat dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
2. Sumber Data

"2 Lutfi, Lala Khoironi “Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor : DJ.11/542 Tahun 2013 Tentang Kursus PraNikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo)”
(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017) file:///D:/Skripsi/My_Proposal/Referensi/pdf. diakses 17 Maret 2020.

3 Anisa Rahmawati “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama
Kabupaten Sleman” (Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018), “File///D:/UINWALISONGO/SKRIPSI-
[pdf”, Diakses 16 Mei 2020.
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Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah darimana data diperoleh.
Adapun sumber data yang digunakan adalah
a. Data Primer
Sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Data ini diperoleh
dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten
Kendal, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
Kabupaten Kendal, narasumber, dan peserta bimbingan perkawinan pra-nikah oleh
Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
b. Data sekunder
Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kepustakaan, dan sebagainya. Yang
sifatnya sebagai penunjang dari data primer.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara/ interview
Metode pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah metode wawancara
atau interview. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.** Teknik pengumpulan data
ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada
pengetahuan dan atau keyakinan diri sendiri.® Sistematika yang akan dilakukan
olen penyusun adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada yang akan
diwawancari. Penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan
kepada yang akan diwawncarai sehingga pembahasan tidak menyimpang.
b. Observasi
Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki
tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Kunci
keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan
pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau
mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang
diamati itu. Dalam penelitian ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk
mengikuti dan mengamati secara langsung dalam pelaksanaan program bimbingan
perkawinan bagi calon pengantin.

c. Dokumentasi

% Burhan Ashshofa, S.H., Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.
15 prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, cv, 2015), 194.



Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang
sudah berlalu. Dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-
catatan tertulis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau
kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah
sumber informasi yang sangat berguna. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks
tertulis, artefacts, gambar, maupun foto. Metode ini digunakan untuk mendapatkan
profil dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Kepala Seksi
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kendal, sejarah berdirinya
Kementerian Agama Kabupaten Kendal, dan informasi apa saja tentang
pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

4. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah
metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperolen gambaran skripsi ini secara
keseluruhan, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara
global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang
skripsi ini dengan menguraikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika
penulisan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori, penyusun akan menjelaskan mengenai
gambaran umum bimbingan perkawinan dan teori efektivitas hukum.

Bab ketiga menjelaskan tentang pelaksanaan dan kendala bimbingan perkawinan oleh
Kementerian Agama Kabupaten Kendal serta gambaran umum profil Kementerian Agama
Kabupaten Kendal.

Bab keempat yaitu berisi analisis mengenai kesesuaian antara pelaksanaan dan kendala
bimbingan perkawinan di Kementeria Agama Kabupaten Kendal dengan Keputusan Dirjen
Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Bab kelima yaitu berisi penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, serta

dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.
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A. Gambaran Umum Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

1.

Pengertian Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Perkataan bimbingan berasal dari bahasa inggris: “Guidance”, yang diartikan usaha
menolong orang lain untuk mengembangkan pandangannya tentang diri sendiri, orang
lain dan masyarakat sekitarnya agar mampu menganalisa masalah-masalah atau
kesukaran-kesukaran yang dihadapinya dengan menetapkan sendiri keputusan terbaik
dalam menyelesaikan masalah atau kesukaran yang dihadapinya itu.'®

Jika ditelaah berbagai sumber akan dijumpai pengertian-pengertian yang berbeda
mengenai bimbingan, tergantung dari jenis dan yang merumuskan pengertian tersebut.
Perbedaan tersebut disebabkan hanyalah oleh perbedaan tekanan atau dari sudut
pandang saja.'’

Istilah bimbingan tersebut misalnya digunakan di bidang pertanian (penyuluhan
pertanian lapangan memberikan bimbingan mengenai cara memberantas hama wereng),
bidang hukum (mahasiswa fakultas hukum memberikan penyuluhan hukum kepada
masyarakat desa), bidang kesehatan (petugas puskesmas memberikan penyuluhan
mengenai gizi kepada ibu-ibu PKK), dan masih banyak lagi bidang-bidang lain yang
menggunakannya.

Dalam bidang-bidang tersebut istilah bimbingan disamakan atau disejajarkan
artinya dengan istilah penyuluhan, yakni suatu usaha memberikan bantuan, baik
bantuan yang berupa benda, nasihat, atau petunjuk informasi. Jadi, apabila seseorang
sudah memberikan bantuan berarti ia telah memberikan bimbingan atau penyuluhan.®

Prayitno (2004: 99) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan
adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang
atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang
dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan
memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan

berdasarkan norma-norma yang berlaku.

18 H. Hadarinawawi, Administrasi Dan Organisasi Bimbingan dan Penyuluhan Organisasi, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1983), 25.

Y Dewa Ketut Sukardi, Prose Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 2.
'8 E1fi Mu’awanah, Bimbingan Konseling Islami, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 52.

10
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Pakar bimbingan yang lain mengungkapkan bahwa bimbingan ialah suatu proses
pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang
dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri,
pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang
optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. (Moh. Surya, 1988: 12).*

Kata pra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebelum, didepan.? Nikah
yaitu ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri
untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat. Sedangkan menurut undang-
undang perkawinan yang dikenal dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang
dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.?! Pernikahan dalam pandangan
Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti
Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan
mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah
manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah
tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya.
Ini disebabkan karena peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi
masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara.

Adapun yang dimaksud dengan Bimbingan pra-nikah adalah pemberian bekal
pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon
pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Menurut Fagih (2001:89) pengertian bimbingan pernikahan Islam yaitu pemberian
bantuan berupa penasihat kepada individu agar dia menyadari kembali kedudukan
sebagai makhluk Allah swt, yang menjalankan pernikahan sesuai dengan petunjuk dan
syariat-Nya sehingga dalam menjalankan rumah tangga mencapai kebahagiaan dunia
dan akhirat.?

Bimbingan pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu
calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu

memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang

!9 Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 5

20 https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org, diakses 3 Agustus 2020.

2! pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974, https://www.pa-sungguminasa.go.id,
diakses 5 Mei 2020.

% Ibid, 170.
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menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai
motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.
Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia tentu memerlukan dasar atau landasan,
demikian pula dalam bimbingan pra nikah. Dasar atau landasan dalam bimbingan pra
nikah yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari
segala sumber pedoman keidupan umat Islam. Nabi diutus oleh Allah Swt yaitu untuk
menjadi seorang pembimbing dan mengarahkan umat manusia kearah yang lebih baik
lagi dan juga sebagai contoh konselor yang sangat mampu dalam memecahkan masalah
suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli yang berkaitan dengan jiwa manusia
agar manusia keluar dari tipu daya setan.

Berikut adalah dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam Al-Qur’an dan
Hadist :

Q.S At-Tahrim ayat 6 Allah swt berfirman:

LYe K e 51415 0 %\J\,;\m,r&.m\’ PRI

5|

\
A 4

ij‘)’\"uj}*‘-‘){‘hj‘ \.A;OM :)jai‘-;gy

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang
Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat diatas menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus
menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat
menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat
diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang
perkawinan yang diwujudkan melalui bimbingan pra nikah.

Nabi Muhammad saw juga menganjurkan lewat hadist yang berbunyi :

“Dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat”. (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan firman Allah dan Hadist Nabi diatas, serta mengingat bahwa manusia
adalah ciptaan Allah yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk

dalam hal kehidupan rumah tangganya. Sehingga bimbingan pra nikah itu senantiasa



13

diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya

dapat mencapai kebahagiaan. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung

ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari

kesesatan.?®

Selain itu untuk dasar pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah sesuai dengan regulasi

hukum positiv adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan
Keluarga Sakinah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6).

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.111/600
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

% Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta,

https://digilib.uin-suka.ac.id, diakses 30 juli 2020.
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3. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Bimbingan pra nikah bertujuan agar membantu konseli mencegah timbulnya

problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai

dengan agama Islam.

Menurut Faqih (2001:86) tujuan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut :

1) Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan

mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain yaitu:

a.
b.
C.
d.

Memahami hakikat pernikahan dalam Islam
Tujuan pernikahan menurut Islam
Memahami persyaratan-persyaratan dalam Islam

Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam Islam.

2) Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan,

antara lain sebagai berikut :

a.
b.

Membantu individu (konseli) memahami permasalahan yang sedang dihadapi
Membantu individu (konseli) memahami kondisi dirinya dan keluarga serta
lingkungan masyarakat

Membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau
pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran Agama Islam

3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik,

antara lain sebagai berikut:

a.

Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam berumah
tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah
teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan

Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga

yang sakinah, mawadah dan warahmah.?*

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor

379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi

Calon Pengantin bahwa tujuan di adakannya bimbingan perkawinan adalah untuk

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga

dalam mewujudkan keluarga yang harmonis (sakinah, mawadah, warahmabh),

mengurangi angka perselisihan dan perceraian, mengantisipasi kekerasan dalam rumah

2 Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta,
https://digilib.uin-suka.ac.id, diakses 30 juli 2020.
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tangga, serta meningkatkan kualitas hidup manusia dalam pembangunan bangsa melalui
perkawinan yang ideal.
Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Dalam penyelenggaraan Program bimbingan perkawinan pra-nikah sesuai dengan
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin
disebutkan bahwa penyelenggara bimbingan perkawinan pra-nikah adalah Kementerian
Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, atau lembaga lain
yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian
Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
Program bimbingan perkawinan pra-nikah ini diprioritaskan bagi calon pengantin yang
telah mendaftar di KUA dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
oleh pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah. Apabila tidak terdapat calon
pengantin yang mendaftar, maka bimbingan pra-nikah dapat diberikan kepada remaja
yang telah memasuki usia 21 tahun.

Dalam penyelenggaraan program bimbingan perkawinan pra-nikah terdapat 2 tipe
pelaksanaan program bimbingan pra-nikah yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan
mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Apabila
terdapat calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka karena
suatu alasan tertentu maka calon pengantin tersebut dapat mengikuti bimbingan
mandiri. Bimbingan mandiri hanya dapat dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
Materi dan Narasumber Bimbingan Perkwinan Pra-Nikah

Sesuai dengan ketentuan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018
materi yang disampaikan kepada peserta program bimbingan tatap muka diberikan
selama 2 hari 16 jam pelajaran (JPL), yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan
program bimbingan tatap muka adalah orang yang telah mengikuti dan mendapatkan
sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon
pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan narasumber dari Dinas
Kesehatan atau Puskesmas untuk materi tentang kesehatan reproduksi. Berikut materi
yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka sesuai dengan buku modul
bimbingan perkawinan untuk calon pengantin :

a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan 2 JPL.
b. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar 1 JPL.

c. Mempersiapkan keluarga sakinah 2 JPL.
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d. Membangun hubungan dalam keluarga 3 JPL.
e. Memenuhi kebutuhan keluarga 2 JPL.

f. Menjaga kesehatan reproduksi 2 JPL.

g. Mempersiapkan generasi berkualitas 2 JPL.
h. Refleksi, evaluasi, dan post test 2JPL

Bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan mandiri mendapatkan buku
bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan mendapat pembekalan
singkat oleh penyuluh/penghulu pada saat pendaftaran menikah. Dalam hal bimbingan
kesehatan calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan
kesehatan.

Pendanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra-nikah ini peserta tidak
dipungut biaya apapun, dana yang digunakan dalam pelaksanaan program ini berasal
dari APBN dan PNBP NR. Alokasi biaya untuk bimbingan tatap muka dianggarkan
sebsesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang, sedangkan untuk
bimbingan mandiri perpasang dianggarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per
pasang. Bagi calon pengantin yang telah selesai mengikuti program bimbingan pra-
nikah akan mendapatkan sertifikat dari pihak penyelenggara. Bagi calon pengantin yang
mengikuti bimbingan mandiri surat keterangan bimbingan kesehatan dan surat

keterangan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

B. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata Efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata

efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membuahkan hasil. Jadi efektivitas

adalah keaktifan, daya guna, kesesuaian dalam suatu kegiatan terhadap sasaran yang dituju,

serta kesesuaian suatu kegiatan dengan peraturan yang berlaku. Studi Efektivitas hukum

merupakan kegiatan yang memperlihatkan strategi perumusan masalah yang bersifat umum,

yakni perbandingan antara realitas hukum dengan idealnya hukum. Secara khusus, terlihat

jenjang anatara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law and

theory). Dengan perkataan lain, studi Efektivitas hukum berusaha untuk memperlihatkan

anatara law in books dan law in actions.?®

Bila membicarakan Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya

kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap

% Rianto Adi, Sosiologi Hukum:Kajian Hukum Secara Sosiologis (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,

2012), 62.
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hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kaedah hukum yang harus

memenuhi syarat yaitu berlaku yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara

filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi

dalam masyarakat yaitu kaedah hukum peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum,

sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat®, hal

itu akan akan diuraikan berurut sebagai berikut:
Kaidah Hukum

1.

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai

berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

a.

Berlakunya hukum secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah
yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
Berlakunya hukum secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya,
kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima
oleh warga masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat.

Berlakunya hukum secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai
positif yang tertinggi.?’ Hal ini sesuai dengan teori “stufenbau” yang dikemukakan
oleh Hans Kelsen yang berarti bahwa suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal, apabila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan pada suatu yang
lebih tinggi.”®

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah

hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab:

1)

2)

3)

bila kaidah hukum hanya berlaku yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan
kaidah mati,

Kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu
menjadi aturan pemaksa,

Apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya
merupakan hukum yang dicita-citakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, tampak betapa rumitnya persolan Efektivitas

hukum di Indonesia. Oleh karena itu agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis

% Rianto Adi, Sosiologi Hukum:Kajian Hukum Secara Sosiologis (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,

2012), 62.

?” Soleman B.Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

1993), 47.

28 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 42.
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benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada empat faktor yang telah
disebutkan.
Penegak Hukum

Faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau
peraturan baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.
Demikian sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik
mungkin pula timbul masalah-masalah.

Sarana/Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk
mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi
sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan
yang cukup.

Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakt.
Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan
perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap
hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dalam masyarakat terdapat strata. Setiap strata mempunyai kedududukan (status)
dan peranan (role). Selanjutnya kedudukan dapat di ikuti oleh kekuasaan (power) dan
kekuaasaan yang mendapat pengakuan dan pengesahan dari masyarakat disebut
wewenang (authority). Pelapisan tersebut akan memberikan beban pengaruhnya
terhadap sistem hukum. Khuusnya dalam hubungannya dengan keefektifan hukum.

Peningkatan kesadaran hukum seyogiannya dilakukan melalui penerangan dan
penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan
hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum
tertentu sesuai masalah-masalah yang sedang dihadapi pada suatu saat.

Efektivitas hukum sangatlah berkaitan erat dengan kesadaran dan ketaatan.
Karena kedua unsur ini menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaaan hukum yang
sedang berjalan dimasyarakat.

Kata sadar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merasa tahu dan

mengerti. Sedangkan menurut Krabbe kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang
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terdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang

diharapkan ada.

Dari uraian diatas dapat dipahamin bahwa, kesadaran hukum sebenarnya nilai-
nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada, yakni berfungsinya
hukum karena telah dimengerti dan di jalankan oleh masyarakat itu sendiri. Teori
kesadaran hukum dianggap sebagai mediator antara hukum dan perikelakuan manusia
baik secara individual maupun kolektif, oleh karenaya kesadaran hukum banyak sekali
berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai
faktor- faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola
perikelakuan manusia dalam masyarakat.

Dari teori ini juga memberikan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi
seseorang dalam membentuk kesadaran hukum, antara lain:

1) Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku- perilaku
tertentu diatur oleh hukum, yakni hukum tertulis maupun tidak tertulis,

2) Pemahaman hukum,

3) Sikap hukum,

4) Perilaku hukum.

Sedangkan kata taat berarti senantiasa tunduk (kepada Tuhan, Pemerintah, dan
sebagainya). Menurut H.C Kelman ketaatan dibagi menjadi 3, yaitu:

a) Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan,
hanya karena ia takut terkena sanksi,

b) Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan,
hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak,

c) Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan,
benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik
yang dianutnya.

Adapun apabila kita melihat Efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana Efektivitas dari hukum,
maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati
atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad pun mengemukakan bahwa pada umumnya
faktor yang banyak mempengaruhi Efektivitas suatu perundang-undangan adalah
profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak
hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka

maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.
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Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif.
Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur Efektivitas. Teori
Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya
suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

b. Faktor Penegak Hukum

c. [Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d. Faktor masyarakat

e. [Faktor kebudayaan



BAB 111
PAPARAN DATA

A. Profil Kementerian Agama Kabupaten Kendal
Profil, Visi dan Misi

1.

Secara Geografis Kabupaten Kendal terletak diantara 109°40' - 110°18' BT dan

6°32' - 7°24' LS yang termasuk dalam wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Kendal
memiliki luas 1.002,23 km2 dengan kepadatan penduduk 898,31 jiwa/km2. Wilayah
Kabupaten Kendal memiliki batas wilayah sebagai berikut.

Utara . Laut Jawa

Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung
Barat : Kabupaten Batang

Timur : Kota Semarang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal sendiri berada di JI. Pemuda No.

104 A Kabupaten Kendal. Secara administratif Kementerian Agama Kabupaten Kendal

meliputi 20 Kecamatan, yaitu :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kecamatan Brangsong
Kecamatan Boja

Kecamatan Cepiring
Kecamatan Gemuh
Kecamatan Kaliwungu
Kecamatan Kaliwungu Selatan
Kecamatan Kangkung
Kecamatan Kendal

Kecamatan Limbangan

10) Kecamatan Ngampel

11) Kecamatan Plantungan

12) Kecamatan Pageruyung

13) Kecamatan Patean

14) Kecamatan Patebon

15) Kecamatan Pegandon

16) Kecamatan Ringinarum

17) Kecamatan Rowosari

18) Kecamatan Singorojo

21
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19) Kecamatan Sukerojo
20) Kecamatan Weleri®®

Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebagai berikut :
a) Visi
Terwujudnya Masyarakat Kendal Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan

Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Kendal Yang Berdaulat,
Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
b) Misi

1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.

3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan
berkualitas.

4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan.

5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas
dan akuntabel.

6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan
keagamaan.

7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan
terpercaya.

8) Memantapkan perencanaan pembangunan bidang keagamaan dan
pendidikan berbasis data.

2. Struktur Organisasi
Sesuai dengan KMA No. 13 tahun 2012, Bagan struktur di Kementerian Agama
Kab. Kendal adalah sebagai berikut :

Kepala kantor

Kepala Subbag TU

Kasi Pend. Diniyah
Kasi Pend. Madrasah Kasi PAIS dan Pondok Kasi Bimas Islam
Pesantren

Kasi Penyelenggara Gara
Haji & Umroh Syariah

# Sub Bag TU/Kepegawaian Kan. Kemenag Kabupaten Kendal.
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Nama Pejabat Struktural :

Kepala Kantor : Drs. H. Saerozi, M.Si

Kepala Subbag TU : Drs. H. Mokhamad Bajuri

Kasi Pendidikan Madrasah : H. Muhammad Muslikhan, S.Ag

Kasi Pendidikan Agama Islam : Dra. Hj. Nur Qoidah

Kasi Pendidikan Diniyah dan Pontren : Drs. H.Khaerondi, MPd.I
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh : H. Ahmad Zaenudin, S.Ag
Kasi Bimas Islam : Drs. H. Ahmad Zainudin, M.H

Penyelenggara Syariah : Hj. Maesaroh, S.Ag®

Sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kendal berdasarkan Satker Eselon :

Jumlah Aparatur Sipil Negara

No Unit Kerja Jumlah Total
1 Sekretariat Jenderal (Sub Bag TU) 18
2 Seksi Pendidikan Madrasah 363
3 Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok 5

Pesantren

4 Seksi Pendidikan Islam 7
5 Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 5
6 Bimas Islam, Gasyar dan KUA 102
7 Bimas Kristen 0
8 Bimas Katholik 3
9 Bimas Hindu 1
10 Bimas Buddha 1

Jumlah Total 505

Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin

No Unit Kerja Laki-laki | Perempuan

1 | Sekretariat Jenderal (Sub Bag 9 11
TU)

2 Seksi Pendidikan Madrasah 193 170

3 | Seksi Pendidikan Diniyah dan 2 3

% Ibid,



Pondok Pesantren

4 Seksi Pendidikan Islam 5 2
5 Seksi Penyelenggaraan Haji 3 2
dan Umrah
6 | Bimas Islam, Gasyar dan KUA 80 22
7 Bimas Kristen 0 0
8 Bimas Katholik 1 2
9 Bimas Hindu 0 1
10 Bimas Buddha 1 0
Jumlah Total 292 213

Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Golongan
No Unit Kerja Kepangkatan Jumlah
I 1 i v
1 Sekretariat Jenderal 2 14 2 18
(Sub Bag TU)
2 Seksi Pendidikan 4 | 241 | 118 363
Madrasah
3 Seksi Pendidikan 4 1 5
Diniyah dan Pondok
Pesantren
4 Seksi Pendidikan 3 4 7
Islam
5 Seksi 1 3 1 5
Penyelenggaraan Haji
dan Umrah
6 Bimas Islam, Gasyar | 5 | 19 | 78 102
dan KUA
7 Bimas Kristen
8 Bimas Katholik 3 3
9 Bimas Hindu 1 1
10 Bimas Buddha 1 1
Jumlah Total 5 | 26 | 348 | 126 505
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- Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan®:

Kualifikasi Pendidikan
No Unit Kerja Jumlah
SD | SMP | SMA | Dipl | S1 | S2 | S3
1 Sekretariat 1 1 14 | 2 18
Jenderal (Sub
Bag TU)
2 Seksi 4 11 | 328 |20 363
Pendidikan
Madrasah
3 Seksi 1 4 5
Pendidikan
Diniyah dan
Pondok
Pesantren
4 Seksi 5 |2 7
Pendidikan
Islam
5 Seksi 2 2 |1 5
Penyelenggaraan
Haji dan Umrah
6 Bimas Islam, 3 3 35 5 56 102
Gasyar dan
KUA
7 Bimas Kristen
8 | Bimas Katholik 1 2 3
9 Bimas Hindu 1 1
10 | Bimas Buddha 1 1
Jumlah Total 3 4 42 18 | 413 | 25 505

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi dan Penyelenggara
a) Sub Bagian Tata Usaha
- Tugas

* Ibid,
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Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelayanan
administrasi  kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan
oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

- Fungsi

1) Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta
laporan.

2) Pelaksanaan urusan keuangan.

3) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.

4) Pengelolaan urusan kepegawaian.

5) Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama.

6) Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan

7) pelaksanaan urusan Kketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan
pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Kementerian
Agama.

b) Seksi Pendidikan Madrasah
- Tugas

Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 PMA
No. 13 Tahun 2012 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada pendidikan madrasah.

- Fungsi

1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang
pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan
diniyah takmiliyah, diniyah formal, dan kesetaraan, pendidikan pesantren,
dan pendidikan al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan
diniyah dan pondok pesantren; dan

3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok
pesantren.

c) Seksi Pendidikan Agama Islam
- Tugas

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem

informasi di bidang pendidikan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
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- Fungsi

1)

2)

3)

Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang
pendidikan agama Islam.

Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan
agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-
kanak (TK), Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah
Menengah Pertama/Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa(SMP/SMPLB),
Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah
Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK), serta pengelolaan sistem
informasi pendidikan agama Islam; dan

Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama Islam.

d) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- Tugas

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem

informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- Fungsi

1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji
dan umrah.

2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran,
dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan
keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem
informasi haji; dan

3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan

umrah.

e) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

- Tugas

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan

pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan, serta pengelolaan data dan

informasi di bidang urusan agama Islam, pembinaan syariah, penerangan agama

Islam, zakat, dan wakaf.

- Fungsi

1)

Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam.
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2) Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan
agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan
keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan
pemberdayaan wakaf.

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan
masyarakat Islam.

4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan
masyarakat Islam.

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

f) Penyelenggara Syariah
- Tugas
Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan
teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan
syariah.*

B. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di Kementerian Agama

Kabupaten Kendal

Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di Kementerian Agama

Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1.

Waktu Pelaksanaan

Program bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten
Kendal dilaksanakan selama 2 hari selama 16 jam dengan 2 kali pertemuan dimana satu
harinya dilaksanakan selama 8 jam pertemuan bimbingan tatap muka yang dimulai pada
pukul 08:00 wib sampai 17:00 wib. Pelaksanaan program bimbingan pra-nikah
dilaksanakan sebelum calon pengantin melaksanakan akad nikah. Yang menjadi
koordinator teknis penyelenggaraan program bimbingan pra-nikah adalah Kepala Seksi
Bimas Islam Kemenag Kabupaten Kendal. Waktu pelaksanaan program bimbingan pra-
nikah ini pihak penyelenggara disini Kemenag Kabupaten Kendal, menyesuaikan
maksimal pencairan anggaran yang turun dari pemerintah pusat. Sejak digugurkannya
Peraturan yang lama dan diberlakukannya Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379
Tahun 2018 ini Kemenag Kabupaten Kendal baru menyelenggarakan program
bimbingan pra-nikah di tahun 2019, karena di tahun 2018 yang menjadi penyelenggara
masih di masing-masing KUA Kecamatan. Berikut yang disampaikan oleh Kasi Bimas

Islam Kemenag Kabupaten Kendal :

*2 |bid,
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“Kita baru melaksanakan program bimwin ini di tahun 2019 lalu, karena di tahun
sebelumnya program bimwin ini dilaksanakan di masing-masing KUA
Kecamatan™.

Di tahun 2019 lalu Kemenag Kabupaten Kendal menyelenggarakan program
bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan pada pertengahan tahun dari bulan juni sampai
bulan oktober dengan dibagi menjadi 19 Angkatan Calon Pengantin dan 4 Angkatan
Remaja Usia Nikah yang bertempat di Aula Masjid Agung Kendal. Untuk tempat
pelaksanaan biasanya menyesuaikan jumlah peserta calon pengantin. Seperti yang
disampaikan oleh penanggung jawab sementara atau PLT (Pelaksana Tugas) Kemenag
Kabupaten Kendal :

“untuk tempat pelaksanaan kami menyesuaikan sebagaimana jumlah peserta, di

kantor sendiri ada Aula tapi hanya dapat menampung kurang lebih 20 orang, jadi

nanti bila setiap pelaksanaan satu angkatan berisi 20 orang bakal lama selesainya.

Disisi lain, program bimwin ini waktu pelaksanaannya kan juga lama, dan yang

memakai aula juga tidak hanya dari Seksi Bimas Islam saja, maka kita cari

alternatif tempat lain yang sekiranya bisa dipakai dan bisa menampung banyak

orang .

Peserta calon pengantin berasal dari perwakilan setiap KUA Kecamatan Se-
Kabupaten Kendal dan peserta remaja usia nikah yang ikut dilibatkan berasal dari
beberapa mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Kendal
yang tentunya sudah memasuki usia nikah. Masing-masing KUA Kecamatan hanya
mengirimkan beberapa pasang calon pengantin yang terpilih untuk mengikuti program
bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten Kendal. Jadi
tidak semua calon pengantin yang telah mendaftar di KUA dapat mengikuti program
tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran, pihak penyelenggara menyesuaikan
anggaran dari pemerintah terkait peserta yang diikutkan dalam program tersebut. Bagi
calon pengantin yang tidak mengikuti program bimbingan perkawinan yang
diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten Kendal tetap mengikuti bimbingan mandiri
atau pembekalan singkat yang dilaksanakan di masing-masing KUA Kecamatan oleh
penyuluh maupun penghulu. Berikut wawancara dengan salah satu Staf di Seksi Bimas
Islam :

“untuk jumlah peserta catin kami menyesuaikan anggaran yang turun dari

pemerintah, memang belum semua catin bisa mengikuti program bimwin ini karena

terkendala dengan anggaran tersebut. Kalau untuk peserta remaja usia nikah yang
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kami libatkan adalah mahasiswa kampus-kampus yang ada di Kendal, sebenarnya

bisa jika mengambil dari organisasi pemuda seperti IPNU atau Karangtaruna

akan tetapi apabila terikat dengan suatu lembaga akan lebih mudah
menggerakannya”.

Di tahun 2020 ini Kemenag Kabupaten Kendal khususnya seksi bidang urusan
Bimas Islam belum bisa melaksanakan program bimbingan pra-nikah dikarenakan
adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk tidak membuat kegiatan yang
sifatnya mengumpulkan banyak orang dan disisi lain anggaran dipa untuk program ini
juga turunnya tidak sebanyak di tahun 2019. Akan tetapi pihak Kemenag Kabupaten
Kendal sudah merencanakan program ini untuk dilaksanakan di akhir-akhir tahun 2020
mendatang dengan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten
Kendal terlebih dulu. Namun pelaksanaan di akhir tahun mendatang sedikit berbeda
dengan tahun sebelumnya, di tahun ini rencananya akan dibuat per Eks Kawedanan
yaitu pelaksanaannya gabungan antar beberapa kecamatan terlebih dulu

Selanjutnya menyusul kecamatan yang lain. Bagi calon pengantin yang sudah
melaksanakan akad nikah maksimal satu bulan setelah ijab qobul akan dipanggil
kembali untuk mengikuti program bimbingan ini.

Muatan materi

Materi yang diberikan kepada peserta program bimbingan pra-nikah adalah tentang
kehidupan berumah tangga sesuai dengan buku modul yang diterbitkan oleh Dirjen
Bimas Islam Kementerian Agama RI yang meliputi mempersiapkan keluarga sakinah,
membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga
kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Dalam
pelaksanaan program bimbingan perkawinan calon pengantin juga mendapatkan materi
pre test dan post test untuk mengetahui sejauh mana calon pengantin mempunyai
gambaran kedepan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Untuk materi pre
test dilakukan pada saat calon pengantin melakukan registrasi, dan materi post test
dilakukan pada waktu akhir pelaksanaan bimbingan perkawinan atau semua materi yang
ada sudah disampaikan. Seperti yang disampaikan oleh staf seksi bimas islam kemenag
kabupaten kendal berikut:

“kita juga ada pre test dan post test untuk mengukur sejauh mana mereka (calon

pengantin) mempunyai gambaran kedepannya”.
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Penyampaian materi bimbingan tatap muka dilakukan selama 2 hari 16 jam
pelajaran dengan dibagi 8 jam pelajaran setiap harinya. Berikut contoh tabel jadwal

penyampaian materi bimbingan perkawinan di Kemenag Kabupaten Kendal tahun 2019:

Manakala terdapat calon pengantin yang mengikuti bimbingan mandiri di kantor
KUA Kecamatan maka materi yang diberikan lebih banyak mengenai kiat-kiat
membangun keluarga sakinah saja. Karena waktu yang digunakan untuk bimbingan
mandiri atau pembekalan sangat singkat. Untuk materi tentang kesehatan pihak KUA
hanya memberikan surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas yang
selanjutnya dari calon pengantin mendatangi Puskesmas sendiri untuk mengikuti
bimbingan tentang kesehatan. Bagi calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan
pra-nikah berhak memperoleh sertifikat dan juga mendapat buku Fondasi Keluarga
Sakinah untuk bacaan mandiri calon pengantin.

Narasumber

Keberhasilan peserta bimbingan pra-nikah pada setiap muatan materi yang tersaji
dalam peraturan bimbingan perkawinan pra-nikah tergantung dari narasumber dalam
menyampaikan materi tersebut. Adapun narasumber yang mengisi materi dalam
kegiatan program bimbingan tersebut adalah orang-orang yang sudah mendapatkan
sertifikat sebagai bimbingan teknis atau fasilitator. Orang-orang tersebut bisa berasal
dari Kantor Kemenag itu sendiri, dari KUA Kecamatan, maupun dari lembaga lain yang
sudah mendapat izin dari Kementerian Agama. Untuk materi bidang kesehatan
penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Kesehetan atau dengan Puskesmas terdekat.
Bagi yang mengikuti bimbingan mandiri di KUA Kecamatan untuk pemateri tidak harus
orang terbimtek, bisa dengan penyuluh atau penghulu. Dalam penyampaian materi
fasilitator menggunakan metode penyampaian ceramah singkat dan dilanjut dengan
dialog tanya jawab serta dengan reka adegan atau simulasi. Berikut wawancara dengan
staf seksi bimas islam :

“sebenarnya mereka (peserta catin) sudah mempunyai anggapan ideal sebagai

suami/istri, kita sebagai fasilitator hanya membantu mengarahkan bersama,

artinya model penyampaiannya tidak hanya monolog fasilitator ngomong dan
mereka hanya mendengarkan saja, akan tetapi kita buat dialog, tanya jawab
tentang penyelesaian masalah, terkadang ada suatu reka adegan juga, intinya kita
buat senyaman mungkin karena metode pendidikan orang dewasa berbeda dengan

metode pendidikan dengan anak-anak”.
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4. Sarana
Untuk menambah pemahaman para peserta calon pengantin ketika dilaksanakannya
Program Bimbingan Pra-nikah yaitu dengan menunjang fasilitas-fasilitas penunjang
diluar silabus materi, seperti buku Fondasi Keluarga Sakinah dan sertifikat. Bagi
peserta bimbingan mandiri fasilitas yang didapat hanya buku Fondasi Keluarga Sakinah
saja, karena surat keterangan bimbingan kesehatan dari Puskesmas dan surat pernyataan
penasehatan menjadi pengganti sertifikat tersebut.
C. Kendala Dan Hambatan Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Di
Kementerian Agama Kabupaten Kendal
Pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra-nikah di Kementerian Agama
Kabupaten Kendal memang sudah terlaksana, namun masih terdapat beberapa hambatan dan
kendala yang masih perlu dibenahi untuk terlaksananya program bimbingan perkawinan
secara efektif. Dari hasil wawancara kepada Kepala Seksi dan Staf Bimbingan Masyarakat
Islam Kementerian Agama Kabupaten Kendal terdapat beberapa kendala dan hambatan
yang mengakibatkan pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini belum bisa sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
Berikut adalah kendala dan hambatan yang didapati dalam pelaksanaan program bimbingan
perkawinan bagi calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Kendal:
1. Minimnya SDM Fasilitator
Jumlah fasilitator yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kendal khususnya
Seksi Bimas Islam jumlahnya bisa dikatakan masih sangat sedikit. Disamping dari segi
jumlah yang sedikit itu, fasilitator yang memiliki skill atau kemampuan yang
berkompeten dalam mengisi materi di pelaksanaan program bimwin ini hanya terdapat
satu orang saja di Seksi Bimas Islam. Unutk fasilitator yang lain dalam metode
penyampaian materinya belum bisa memposisikan dengan siapa mereka memberikan
bimbingan. Penyelenggara sendiri terkadang masih kesulitan dalam mencari fasilitator
yang benar-benar bisa menguasai orang atau peserta, agar peserta tidak jenuh dan bosan
ketika menerima materi. Meskipun fasilitator sudah mendapat sertifikat bimbingan
teknis fasilitator dan semua materi sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379
Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi
Calon Pengantin, akan tetapi bila cara penyampainnya hanya monoton saja, maka akan

berimbas dengan kejenuhan peserta yang nantinya mengakibatkan peserta tidak
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berangkat dipertemuan selanjutnya. Ini yang menjadikan suatu kendala tersendiri bagi
Kementerian Agama Kabupaten Kendal selaku penyelenggara program bimbingan pra
nikah ini. Berikut hasil wawancara dengan Staf Bimas Islam Kementerian Agama
Kabupaten Kendal :

“kita itu mencari fasilitator yang benar-benar bisa menguasai orang sehingga

peserta itu tetap betah dan tidak bosan didalam ruangan selama 2 hari itu sulit.

Disamping itu fasilitator dari pihak kementerian agama pun baru sedikit yang bisa

untuk menjadi fasilitator”.
Minimnya Kesadaran dan Kesibukan Calon Pengantin

Di Kabupaten Kendal sendiri masih banyak calon pengantin yang belum
memahami betul tentang pentingnya mengikuti program bimbingan perkawinan ini.
Sehingga masih banyak calon pengantin yang berpikiran bahwa yang terpenting mereka
bisa menikah. Alasan yang menjadi penyebab utama mereka adalah sibuk bekerja dan
sulit untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti program bimbingan pra-nikah ini.
Kebanyakan dari mereka yang bekerja di perusahaan sulit untuk meminta izin cuti
selama 2 hari guna mengikuti program ini, karena pada nantinya ketika mereka
melaksanakan pernikahan akan mengambil cuti lagi. Apabila perusahaan mengizinkan,
hanya dapat izin satu hari itupun penyelenggara memberikan surat dispensasi terlebih
dulu ke perusahaan tempat calon pengantin bekerja agar dapat diizinkan untuk
mengikuti program bimbingan pra-nikah ini. Selain itu, ada anggapan sendiri sesuai
adat istiadat setempat bahwa calon pengantin yang akan menikah tidak boleh keluar
jauh-jauh dari rumah selama 40 hari sebelum prosesi akad nikah dilangsungkan.
Keterbatasan Anggaran

Di dalam regulasi program bimbingan perkawinan yang berlaku yaitu Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018, disebutkan
bahwa anggaran untuk pelaksanaan program bimbingan perkawinan bersumber dari
APBN dan/ atau PNBP. Didalam regulasi tersebut juga disebutkan untuk peserta di
anggarkan Rp.400.000 (empat ratus ribu) per pasang atau Rp.200.000 (dua ratus ribu)
per orang. Peserta sendiri diprioritaskan untuk calon pengantin yang sudah mendaftar di
KUA Kecamatan. Artinya, setiap calon pengantin yang telah mendaftar di KUA
disarankan untuk mengikuti program bimbingan perkawinan secara tatap muka.
Melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara tatap muka tentu
membutuhkan anggaran yang besar dan narasumber yang berkompeten dalam

bidangnya. Mendatangkan narasumber pasti juga membutuhkan dana pesangon bagi
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mereka, dan juga bagi peserta atau calon pengantin yang mengikuti bimbingan juga
membutuhkan konsumsi. Selain itu dalam pelakasanaanya pihak penyelenggara dalam
hal ini Kementerian Agama Kabupaten Kendal selalu melaksanakan program ini diluar
kantor mengingat di Aula Kantor sendiri yang memakai tidak hanya dari Staf Bimas
Islam sendiri. Untuk tempat pelaksanaan saja penyelenggara harus mengeluarkan
anggaran lagi untuk membayar sewa tempat atau dana kebersihan, mengingat
pelaksanaan program ini dilaksanakan selama 2 hari per satu angkatan. Sedangkan di
dalam anggaran program bimbingan perkawinan yang turun dari pusat tidak ada
anggaran untuk sewa tempat. Maka untuk fasilitas tempat yang di gunakan peserta
program bimbingan perkawinan kurang memenuhi syarat karena tidak terdapat
anggaran didalamnya. Untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan ini
memang memerlukan dana yang tidak sedikit. Akan tetapi pada kenyataannya anggaran
yang turun dari pusat selalu sedikit atau bahkan bisa dikatakan sangat minim. Untuk
anggaran peserta yang didalam regulasi tertulis sebagaimana tadi yang disampaikan,
cairnya pun tidak sampai di nominal tadi. Akhirnya untuk anggaran konsumsi bagi
peserta yang seharusnya ada snak 2 kali dan makan 1 kali harus dipangkas menjadi snak
1 kali dan makan 1 kali. Karena keterbatasan anggaran tersebut alhasil tidak semua
calon pengantin yang telah mendaftar menikah di KUA dapat diikutkan dalam program
bimbingan perkawinan pra-nikah.
D. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Di
Kementerian Agama Kabupaten Kendal
Dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama
Kabupaten Kendal selain terdapat kendala dan hambatan disisi lain juga terdapat faktor
pendukung yang membuat program ini berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dari
penyusun berikut apa saja terkait faktor pendukung yang ada dalam pelaksanaan program
bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Kendal :
1. Peserta tidak dipungut biaya
Program Bimbingan Perkawinan merupakan sebuah program dari pemerintah yang
bertujuan untuk memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan
yang ideal. Peserta program bimbingan perkawinan ini adalah calon pengantin yang
sudah mendaftar nikah di KUA Kecamatan. Peserta yang mengikuti program bimbingan
perkawinan tidak dipungut biaya apapun karena anggaran program bimbingan
perkawinan ini bersumber dari APBN dan PNBP. Pihak penyelenggara dalam hal ini
adalah Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebelum melaksanakan program ini,
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terlebih dulu mengajukan usulan pembiayaan ke Pemerintah Pusat guna pelaksanaan
kegiatan ini.
Faslitas peserta

Dalam hal pelaksanaaan, semua peserta yang mengikuti program bimbingan sudah
di fasilitasi semua oleh pihak penyelenggara termasuk konsumsi peserta selama 2 hari.
Fasilitas yang diberikan kepada peserta program bimbingan perkawinan adalah buku
Fondasi Keluarga Sakinah, sertifikat bimbingan perkawinan, dan ATK sebagai fasilitas
pendukung dalam kegiatan program tersebut.

Buku Fondasi Kelurga Sakinah yang diberikan kepada peserta merupakan buku
bacaan mandiri yang didapat setelah peserta selesai mengikuti bimbingan perkawinan,
yang bertujuan sebagai pedoman ketika calon pengantin sudah memasuki ranah
kehidupan bahtera rumah tangga. Karena di dalam buku tersebut berisi tentang dasar-
dasar mengenai kehidupan rumah tangga dan cara mengatasi penyelesaian konflik
dalam rumah tangga. Peserta yang telah mengikuti proses bimbingan perkawinan juga
akan mendapatkan sertifikat yang diberikan oleh penyelenggara sebagai bukti bahwa
calon pengantin tersebut telah mengkuti program tersebut.

Materi yang mudah dipahami

Materi bimbingan yang disampaikan kepada peserta sangat mudah untuk dipahami.
Disamping itu, materi yang disampaikan juga terdapat di dalam buku fondasi keluarga
sakinah yang didapat peserta setelah mengikuti kegiatan bimbingan. Jadi, ketika peserta
sudah selesai mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan ini dapat membacanya
kembali.



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-
NIKAH BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon
Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Pada prinsipnya nilai pernikahan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT
dan menjadi sunnah jika telah dirasakan mendesak. Jika demikian berarti nikah adalah salah
satu perbuatan yang diberi pahala, dengan kata lain nikah adalah agad sekaligus ibadah.

Suatu rencana yang disusun secara matang tentunya membutuhkan realisasi agar apa
yang menjadi tujuan dan cita-cita dapat terwujud sebagaiamana semestinya. Seperti halnya
dengan bimbingan perkawinan pra nikah sebagaimana terkandung dalam Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Program tersebut juga
memerlukan adanya realisasi agar dapat tersalurkan sebagaimana semestinya. Di
Kementerian Agama Kabupaten Kendal, program bimbingan perkawinan pra nikah dalam
penerapan dan pelaksanaannya dapat dikatakan belum sesuai dengan aturan yang ada. Hal
ini terbukti dari penjelasan dari salah satu staf atau pegawai Bimbingan Masyarakat Islam
itu sendiri yang menyatakan bahwa program bimbingan perkawinan di Kementerian Agama
Kabupaten Kendal tidak berjalan secara optimal di karenakan belum sesuai dengan
peraturan tentang bimbingan perkawinan pra nikah itu sendiri.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon
Pengantin disebutkan bahwa penyelenggara dan koordinator teknis pelaksanaan program
bimbingan perkawinan ini adalah Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
Kabupaten/Kota.

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Kendal memilki
beberapa fungsi salah satunya adalah Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam
yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan
keluarga sakinah. Program bimbingan perkawinan ini memiliki tujuan menciptakan keluarga
sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan salah satu fungsi dari Seksi

Bimas islam Kementerian Agama.
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Peserta bimbingan perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan
pernikahannya di KUA Kecamatan dan pelaksanaan bimbingan perkawinannya
dilaksanakan setelah mendaftar sampai dengan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam hal
ini, menurut hasil wawancara dan penelitian penulis, peserta dalam bimbingan perkawinan
tatap muka yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Kendal adalah calon
pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA dan remaja yang sudah
memasuki usia nikah. Namun pada kenyataannya belum semua calon pengantin yang telah
mendaftarkan pernikahannya di KUA dapat mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka.

Dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka, seksi Bimas Islam Kementerian Agama
Kabupaten Kendal selaku penyelenggara melaksanakan program bimbingan perkawinan
pada tahun 2019 dilaksanakan pada pertengahan tahun dari bulan juni sampai bulan oktober
dengan dibagi menjadi 23 angkatan, 19 angkatan calon pengantin dan 4 angkatan remaja
usia nikah, per masing-masing angkatan dilaksanakan selama 2 hari dalam waktu 16 jam.
Apabila terdapat calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka, maka
calon pengantin bisa mengikuti bimbingan mandiri. Di tahun 2020 ini Kementerian Agama
belum bisa melaksanakan bimbingan perkawinan tatap muka karena terkendala oleh
pandemi covid-19. Dalam bab Il sub-bab C pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin disebutkan bahwa bimbingan mandiri hanya
dilaksanakan pada KUA bertipologi D1 dan D2. Namun pada kenyataanya, semua KUA
yang ada di Kabupaten Kendal baik itu bertipologi A,B,C,D1 dan D2 tetap melaksanakan
bimbingan mandiri mengingat peserta yang mengikuti bimbingan tatap muka hanya dibatasi
dari perwakilan masing-masing KUA saja, sisanya diikutkan bimbingan mandiri. Karena
pada dasarnya bagaimanapun setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan
harus mendapat bimbingan terlebih dahulu sebagai bekal rumah tangganya kelak di masa
depan.

Narasumber yang mengisi dalam bimbingan mandiri tidak harus orang-orang yang
terbimtek seperti di bimbingan tatap muka, dalam bimbingan mandiri narasumbernya
berasal dari penyuluh atau penghulu dari KUA itu sendiri. Materi yang disampaikan kepada
calon pengantin didalam bimbingan mandiri juga tidak sekompleks seperti materi yang ada
di bimbingan tatap muka. Didalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor 379 Tahun 2018 disebutkan bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan
mandiri adalah membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga

sebanyak 2 jam dan mempersiapkan generasi berkualitas selama 2 jam. Dalam
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pelaksanaannya Di beberapa KUA yang ada di Kabupaten Kendal, yaitu KUA di
Kecamatan Ngampel, KUA Kecamatan Gemuh, dan KUA Kecamatan Cepiring
penyampaian materi yang disampaikan oleh penyuluh tidak kurang dari 1 jam. Artinya,
dalam penyampaian materinya bisa dikatakan belum maksimal dan belum sesuai dengan apa
yang telah tercantum di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah
Bagi Calon Pengantin. Untuk bimbingan kesehatan juga dalam kenyataannya calon
pengantin yang datang ke puskesmas tidak diberikan bimbingan kesehatan seperti yang
terdapat dalam regulasi, namun calon pengantin hanya diperiksa dan diberi surat keterangan
sehat.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah
dalam hal ini adalah bimbingan tatap muka yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama
Kabupaten Kendal maupun Bimbingan Mandiri yang dilaksanakan olen KUA Kecamatan
yang diambil dari tiga sample penelitian yang penyusun dapat yaitu diantaranya KUA
kecamatan Ngampel, Gemuh, dan cepiring belum optimal sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dikarenakan faktor
hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan
kenyataan dimasyarakat, mengakibatkan banyak faktor yang menghambat dalam

implementasi bimbingan perkawinan pra-ninkah.

Analisis Terhadap Hambatan Dan Kendala Implementasi Program Bimbingan
Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten
Kendal

Studi Efektivitas hukum merupakan kegiatan yang memperlihatkan strategi perumusan
masalah yang bersifat umum, yakni perbandingan antara realitas hukum dengan idealnya
hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan
hukum dalam teori (law and theory). Dengan perkataan lain, studi Efektivitas hukum
berusaha untuk memperlihatkan antara law in books dan law in actions.

Maka ketika membicarakan law in books dan law in actions, yang dibicarakan adalah
antara apa yang ada didalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi
calon pengantin dengan kenyataan yang ada di lapangan dalam hal ini adalah pelaksanaan
bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten
Kendal.
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Dalam wupaya mengimplementasikan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan
perkawinan pranikah bagi calon pengantin, Kementrian Agama Kabupaten Kendal selaku
penyelenggara bimbingan tatap muka serta bimbingan mandiri yang dilaksanakan di
beberapa KUA Kecamatan mendapati beberapa kendala-kendala yang terjadi dilapangan,
sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin ini tidak bisa
berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kendala
yang ditemui adalah sebagai berikut:

Pertama, tidak ada MoU lebih lanjut antara Kementerian Agama RI dan Kementerian
Ketenagakerjaan Rl yang mengatur tentang izin cuti bekerja bagi calon pengantin yang
bekerja di perusahaan, harusnya apabila ini memang merupakan sebuah program nasional,
tentunya harus ada koordinasi terlebih dulu atau paling tidak ada tindak lanjut dari
pemerintah pusat mengenai hal semacam ini. Supaya nantinya calon pengantin yang bekerja
sebagai buruh dapat mengikuti program ini secara maksimal. Karena salah satu dari kendala
dalam pelaksanaan program bimbingan tatap muka maupun bimbingan mandiri adalah
kesulitan calon pengantin dalam mengambil izin cuti bekerja.

Kedua, dari pelaksana tidak terlihat gerak dalam bentuk tindakan untuk keberlanjutan
program perkawinan pra nikah ini. Realitas di lapangan program bimbingan pra nikah
khususnya untuk bimbingan tatap muka, peserta yang diikutkan bukan semua calon
pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan sesuai dengan apa
yang sudah dicantumkan di dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi
calon pengantin. Namun hanya perwakilan dari masing-masing KUA, karena dalam
pelaksanaannya penyelenggara hanya membatasi beberapa kuota saja dari setiap masing-
masing KUA Kecamatan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Kanwil Kemenag
Provinsi. Sisa calon pengantin yang tidak diberangkatkan bimbingan tatap muka tetap
mendapat bimbingan mandiri di KUA Kecamatan masing-masing, Padahal didalam
petunjuk pelaksanaan sudah jelas disebutkan bahwa yang berhak untuk melaksanakan
bimbingan mandiri hanya KUA yang bertipologi D1 dan D2.

Ketiga, sarana dan prasarana yang masih kurang, pasalnya fasilitas yang didapat peserta
bimbingan tatap muka kurang maksimal karena anggaran yang kurang memadai. Karena
kurangnya anggaran, maka mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pra nikah tatap muka di

Kementerian Agama Kabupaten Kendal yang sarana dan fasilitas seperti tempat dan
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konsumsi yang didapat peserta juga kurang memadai, sehingga untuk mewujudkan
bimbingan perkawinan pra nikah secara tatap muka juga kurang optimal.

Keempat, dari masyarakat sebagai subyek hukum tidak berfungsi, artinya kesadaran
masyarakat terkait pentingnya bimbingan perkawinan pra nikah bisa dikatakan masih belum
ada. Masyarakat cenderung acuh atau tidak mau tahu menahu tentang bimbingan pra nikah,
karena yang terpenting bagi mereka hajat untuk melaksanakan pernikahan terlaksana. Selain
itu juga, dalam masyarakat juga tidak ada sosialisasi mengenai apa itu bimbingan pra nikah
dan pentingnya bimbingan pra nikah sebagai bekal rumah tangga kedepan. Seharusnya,
untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya program bimbingan
perkawinan pra nikah ini perlu diadakan semacam sosialisai terlebih dulu lewat masing-
masing KUA kecamatan agar masyarakat mengetahui bahwa program bimbingan
perkawinan ini sangat penting untuk bekal kehidupan rumah tangganya kedepan.

Kelima, adalah mengenai budaya yang dilaksanakan terus- menerus, artinya ketika
seseorang akan melangsungkan perkawinan, ia akan melakoni apa yang menjadi prasyarat
nikah dan umumnya sesuai dengan masyarakat atau tetangga yang sudah melaksanakan
perkawinan vyaitu tidak boleh keluar jauh-jauh dari rumah selama 40 hari menjelang
pernikahan tanpa memperhatikan bahwa bimbingan pra nikah itu sangatlah penting.

Hal ini sesuai dengan teori efektifitas hukum, bahwa penerapan, pelaksanaan dan
penegakan hukum perihal program bimbingan pra nikah tidak efektif. Hal ini berdasarkan
dengan kelima faktor diatas yang saling berkaitan, karena menjadi hal pokok dalam
penegakan hukum atau penerapan sebuah kaidah hukum. Kesemua faktor tersebut
menunjukkan bahwa program bimbingan pra nikah ini masih dianggap sebelah mata.
Artinya, bimbingan pra nikah tersebut dijalankan hanya untuk menggugurkan kewajiban
administrasi saja. Atau dengan kata lain tidak diprioritaskan sebagai progam kerja yang
memang benar-benar baik terutama untuk menekan laju angka perceraian dan membentuk
keluarga sakinah. Kalaupun tidak bisa berkurang, paling tidak dapat meminimalisir angka

perceraian tersebut.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut :

1.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa implementasi program bimbingan perkawinan
pra-nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kendal sudah berjalan namun masih
belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Pelaksanaan bimbingan
perkawinan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari dengan 16 Jam Pelajaran.
Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan di masing-masing KUA
Kecamatan setelah calon pengantin melaksanakan pendaftaran menikah.

Kendala dan hambatan pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon
pengantin terhadap pelaksanaannya di Kementerian Agama Kabupaten Kendal adalah :
1) Minimnya SDM Fasilitator terhadap cara penyampaian materinya didalam bimbingan
tatap muka, 2) Minimnya kesadaran dan kesibukan calon pengantin karena bekerja, 3)
Keterbatasan Anggaran yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di

Kementerian Agama Kabupaten Kendal belum optimal.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penyusun dapat memberikan saran-saran

sebagai berikut :

1.

Bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap Program bimbingan
perkawinan ini agar dapat dijalankan secara optimal. Dan juga perlu adanya koordinasi
antara Kementerian Agama dengan Kementerian Ketengakerjaan supaya bagi calon
pengantin yang bekerja diperusahaan dapat mengajukan perizinan untuk mengikuti
program bimbingan perkawinan ini.

Mengingat kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya program
bimbingan perkawinan ini sebagai bekal dalam membangun rumah tangga, maka perlu

diadakan sosialisasi terlebih dulu lewat pemerintah desa setempat.
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja
pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan
keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi
keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan
Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon
Pengantin;

bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib
administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan
Pranikah Bagi Calon Pengantin di tiga puluh empat
provinsi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon
Pengantin;

bakwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurul b, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan - Pranikah Bagi Calon
Pengantin; '

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tcntang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang .

Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Kemenlerian Agama,

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999
tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja MNegara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013
tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak Oleh Bendahara Pencrimaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);






Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan
Agama Kecamatan,

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak;

10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
[slam Nomor DJ.IlI/600 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar
Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH
BAGI CALON PENGANTIN.

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
pranikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Petunjuk Pelaksanaan scbagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU merupakan pedoman bagi
pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama
dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan
berbadan hukum yang telah memperoleh izin
penyelenggaraan dari Kementerian Agama.

Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi
Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan
Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
*BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

4

/MUHAMMADIYAH AMIN



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT [SLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI
CALON PENGANTIN

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber
daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya
pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati
secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh
dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan
dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-
sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasanganCalon Pengantin
dan remaja usia nikahmemasuki mahligai rumah tangga. Calon
Pengantindan remaja usia nikah perlumendapat pengetahuan tentang
cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran
bersama,mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai
konflik keluarga, memperkokoh komitmen, sertaberbagai keterampilan
hidup (lifeskills) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global
yang semakin berat.

Program  Bimbingan  Perkawinan pranikah  bagi Calon
Pengantinadalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam
memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan
yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka
untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan
program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Pranikah bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud

a. Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon
Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang
dibiayai melalui APBN dan PNBP NR berjalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program
Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai
dari APBN dan PNBP NR.

b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan
kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
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Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon
Pengantin yang dibiayai APBN dan PNBP NR meliputi:

Penyelenggaraan.

Sertifikat.

Pendanaan.

Peserta Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Monitoring, evaluasi dan supervisi;

Pelaporan dan pertanggungjawaban.

PN ER P 00 b

BAB II
PENYELENGGARAAN

A. PENGORGANISASIAN

{ 8

Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

adalah:

a. Kementerian Agama Kab/Kota;

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau

c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin
penyenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat
kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah

Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan

Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementenan

Agama Kabupaten/Kota.

Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan

untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.

Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka

Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah

memasuki usia 21(dua puluh satu) tahun.

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada

buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah

mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon

Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara

perorangan, berpasangan,atau berkelompok.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

berupa:

a. Bimbingan Tatap Muka; atau

b. Bimbingan Mandiri

B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1.

2.

Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL),

sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin :

a. Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;

b. Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1
jam pelajaran;



Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
Membangun Hubungan dalam Kcluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;

Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;

Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan

Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.

Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin:

a. Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh
minimal 2 (dua) orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah
mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator
Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang
diselengarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah
mendapatkan izin Kementerian Agama ;

b. Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat

disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi atau  Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota; dan
c. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari

unsur Puskesmas.
Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1
dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu
hari, dan bilamana diperlukan,dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau

Ahad.
Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin

melakukan registrasi.

Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan

sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum

pelaksanaan akad nikah.

Tempat Pelaksanaan

a. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dapat
dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang
ditetapkan oleh penyelenggara.

b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin
disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon

Pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat

digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala

Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

PRS0 a0

C. BIMBINGAN MANDIRI

1

2.
3.

Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap

Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.

Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.

Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan
oleh Kementerian Agama.
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b.

Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon

Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasar-

dasar perkawinan, membangun kcluarga sakinah, dan peraturan

perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.

Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan

kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan schat, dan keschatan

keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan keschatan

keluarga dari puskesmas.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan

dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu,

Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di

wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh

Calon Pengantin mengenai :

1) Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi
Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;

2) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam.

Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang

ditandatangani oleh penasehat.

Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada

huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

BAB III
SERTIFIKAT

Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon
Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.

Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.

Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan
Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

1.
2.

4.

[

BAB IV
PENDANAAN

. Biaya Bimbingan

Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBP NR.

Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tercantum
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat
ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) per orang.

Biaya Bimbingan Mandiri perpasang maksimal sebesar Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah).

. Pengajuan Pembiayaan

Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan
Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.



2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan

3.

pra nikah Bagi Calon Pengantin dcngan memperhitungkan estimasi
jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan
informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-

KL.

C. Pencairan Anggaran

1:

Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang
Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.

2. Pencairan biaya yang bersumber dariPNBP NR memperhatikan batas

maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.

D. Penggunaan

L

2.

Biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin
digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.

Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1
hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:

Honor narasumber/panitia

Transport narasumber/panitia

Bahan ajar peserta

Konsumsi

ATK

. Sertifikat peserta

Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka
4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku Fondasi Keluarga
Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin.

Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1
terdiri dari:

a. Rapat persiapan

b. Sosialisasi

c. Bimtek fasilitator

d. Pemantaun dan evaluasi

e. Pelaporan.

Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-
banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimbingan Perkawinan pra
nikah Bagi Calon Pengantin.

Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Bimbingan Pranikah bagi
Calon Pengantin, sebagaimana contoh dalam lampiran keputusan ini
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

o

s g

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah
bagi Calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,



Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi

pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke

Kementerian Agama Kabupaten/Kota  atau KUA tempat

penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.

. Supervisi yang dilakukan olch Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan KUA Kecamatan

untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen

pengelolan keuangan Bimbingan Perkawinan.

. Tujuan Monitoring dan Supervisi

a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan,;

b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan
program,;

c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya
kegiatan;

d.Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk
melaksanakan kegiatan;

e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan
hambatan-hambatan selama kegiatan;

f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program,;

g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan

. Tujuan Evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai

program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.

. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi sebagaima terlampir

dalam keputusan ini.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA
dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin secara
nasional.

. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas
dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi
Calon Pengantinyang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan
menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, paling
lambat 7 (tujuh hari kerja dihitung sejak laporan diterima dari
Kab/Kota).

. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi
yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga
sakinahmenyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Bagi Calon Pengantin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq.
Kepala Bidang, paling lambat 10 (lima belas) hari kerja sejak laporan
diterima.




. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan
Perkawinan Bagi Calon Pengantinmeliputi pelaporan kegiatan dan LPJ
keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota cq. Kepala Scksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja.

. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:

a. Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia;

b. SK panitia dan narasumber

c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;

d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;

e. Bukti kuitansi pengeluaran;

f. Foto-foto kegiatan.

. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat
sasaran.

. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan sebagaimana

terlampir.

BAB VII
PENUTUP

. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan
kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur
tentang pengelolaan PNBP NR dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan keputusan ini.

. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881
tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur
tersendiri.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
J/BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

4

/ MUHAMMADIYAH AMIN,



LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR379 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN

SURAT PERNYATAAN PENASEHATAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Agama

Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan penasehatan
dan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin yang diperlukan
bagi pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

Calon Suami

Nama :
Tempat/tanggal lahir
Agama

Pekerjaan

Alamat

ol o 0

Calon Istri

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir
3. Agama
4. Pekerjaan
5. Alamat

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung

Jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Tahun 2018.

Yang Menyatakan,

(Materai 6000)

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

PDIREKTUR JENDERAL

¢ MUHAMMADIYAH AMIN



LAMPIRAN 111

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR379 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON

PENGANTIN

FORMULIR MONITORING DAN SUPERVISI
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

KEMENTERIAN AGAMA RI

Kabupaten /Kota/Prov
Tanggal Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan

Nama Penanggung Jawab/HP
Nama Ketua Panitia/HP

Nama Fasilitator/HP 4 B
2
Petugas Monitoring& Supervisor:
I. Sarana dan Prasarana
No Sarana Prasarana Hasil Penilaian
1|21 3 + 5
1 | Tempat (keluasan)
2 | Kenyamanan Tempat
3 | ATK untuk Peserta (Pensil, Kertas/blocknote, dll)
4 | Buku Bacaan “Membangun Keluarga Sakinah”
S | Perlengkapan (Kertas HVS, Flipchart, Papan Tulis,
Spidol, Solatip, Laptop, LCD/Infokus, dll)
6 | Soundsystem/pengeras suara
7 | Daftar Hadir Peserta, Fasilitator, Narasumber
8 |Jadwal Bimwin
9 | Sertifikat
10 | Undangan untuk peserta
Catatan Lain:
Ket:
1 = Tidak Ada

2 = Tidak Memadai

3 = Kurang Memadai

4 = Cukup Memadai

S5 = Sangat Memadai (ada, sesuai, lengkap)




II. SUBSTANSI

I. Fasilitator pelaksana BimwinCatin adalah orang yang sudah mengikuti
BimtekToT yang diselenggarakan oleh Kemenag RI.

Ya / Tidak

2. Modul Diterapkan sccara lengkap (16 JP)
Ya / Tidak

1. Tahapan Materi

Catatan

a.Perkenalandankontrakbelajar
b.Menujuklrgsakinah
c.MengelolaDinamikaPerkawinan
d.MemenuhiKebutuhanKlrg
€.MenjagaKesehatanReproduksiKlrg

f. MempersiapkanGenerasiBerkualitas
g.Mengelolal{onflikdanMembangunKetahana.nKlrg
h.Refleksi, Evaluasi, Posttest

2. Fasilitator mengampu materi inti :

Sessi

Catatan

a. Menuju Keluarga Sakinah (Ya / Tidak)
b. Dinamika Perkawinan (Ya / Tidak)
- Kebutuhan Keluarga (Ya / Tidak)
. Mengelola Konflik (Ya / Tidak)

Q.0

3. Fasilitator selalu mendampingi di seluruh materi
Ya / Tidak

»H

. Narasumber yang dilibatkan

Materi

Nama NS

Instansi

1

Catatan

S. Modul diterapkan sesuai alur (dalam modul)

Materi

Penerapan

Catatan

Perkenalan dan Kontrak Belajar
Menuju Keluarga Sakinah
Mengelola Dinamika Perkawinan
Memenuhi Kebutuhan Keluarga
Menjaga Kesehatan Reproduksi
Menyiapkan Generasi Berkualitas
Mengelola Konflik

Refleksi dan Evaluasi

PN B W

Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak

[ My N

Observasi hanya
dilakukan di hari
pertama

...................




III. KOMPETENSI FASILITATO
Nama [Fasilitator -

Materi :
Penilaian Kompetensi Fasilitator oleh Pelaksana Monitoring
Aspck Kompctensi Hasil
1 2 3 4

a. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam

modul
b. Fasilitator menguasai materi dan menyampaikannya

sesuai dengan modul
c. Fasilitator menggunakan dan menguasai metode

sesuai modul
d. Fasilitator memberikan kesempatan yang cukup

kepada peserta untuk terlibat aktif/berpartisipasi,

bertanya, berpendapat, menanggapi
e. Fasilitator menguasai dinamika kelas
f. Fasilitator mengelola kelas secara efektif
g. Fasilitator menggunakan bahasa yang komunikatif
h. Fasilitator menggunakan media secara efektif
1. Ketrampilan membangun suasana kelas secara

kondusif dan menyenangkan
j. Fasilitator berpenampilan profesional
k. Fasilitator menyampaikan materi tanpa melibatkan

pandangan serta nilai-nilai pribadi
Keterangan
1 = KurangBaik
2 = CukupBaik
3 = Baik
4 = SangatBaik



IV.  Panduan Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Prov

Tanggal Pelaksanaan

IdentitasResponden
Nama

Alamat

HP

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?

...............................

2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

DIREKTUR JENDERAL
d'BlMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

# MUHAMMADIYAH AMIN



LAMPIRAN 1V

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON

PENGANTIN

FORM LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

No NamalengkapCatin

AlamatLengkap

NIK

No. Tlp/Hp

Email

1. | Suami:

Istri

--------------------- 9 tessanes

Ketua Panitia

Bimbingan Perkawinan

4 MUHAMMADIYAH AMIN

DIREKTUR JENDERAL
IMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,




LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR379TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN
Contoh RAB Kegiatan
MAK JENIS BELANJA VOLUME SATUAN JUMLAH
521211 | Belanja Bahan 4.451.000
ATK 1 | KEG 200.000 200.000
Sertifikat Peserta (50 orang ) 50 | OK 5.000 250.000
Fotokopi 1 | KEG 200.000 200.000
Buku Bacaan Mandiri (S0 org) 50 | OK 20.000 1.000.000
Konsumsi (50 org + 4 org + 4 org x 2 hr) 116 | OH 23.500 2.726.000
Pelaporan 1 | KEG 75.000 75.000
521213 | Honor Output Kegiatan 650.000
Ketua 1| OK 200.000 200.000
Sekretaris 1| OK 150.000 150.000
Anggota 3| oK 150.000 300.000
522151 | Belanja Jasa Profesi 2.400.000
Narasumber / Pembimbing Perkawinan 16 | OJ 150.000 2.400.000
524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota 800.000
Transport Panitia, dan Narasumber/Pembimbing Perkawinan (4 16 | OH 50.000 800.000
org + 4 org) x2 hr
JUMLAH 8.301.000

Catatan :

1. Biaya bimbingan per pasang tahun 2018 sebesar Rp. 332.557,-
2. Minimal Peserta sebanyak 25 pasang/S0 orang

3 Narasumber per angkatan paling banyak 4 orang

DIREKTUR JENDERAL
JBIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,
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LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR379TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN

2 1 n

Sertifikat

No.
Diberikan kepzada :
2

Tempat Tgl/ lahir: Jakarta, 12 April 1562
NIK: 3327071204620021
Alamat:JI. MH.ThamrinNo. 6 Jakarta

telah mengikuv Bimbinz2n Perkswiran Pranikah 83¢i Calon Peneantin
yang diselengzaraxan uld\l 3

Nama Kota/Kab; tgl dikeluarkan

Photo 8

Eg 3x4 ' 7
T A T D S S SRR SRR A R S PR e oo’ i R fo b b S I

Keterangan:
1. Logo Penyelenggara
2. Nama peserta
3. Nama lembaga penyelenggara disertai tanggal penyelenggaraan
4. Jabatan penanggung jawab kegiatan :
a. Kasi Bimas Islam Kab/Kota
b. Kepala KUA
c. Ketua Lembaga
. Pas Photo Peserta
. Cap/Stempel basah penyelenggara
. Nama Penandatangan

N Oy

DIREKTUR JENDERAL
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LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 379TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN

1. Surat pemanggilan peserta

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

Nomor Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun
Lampiran:
Perihal : Undangan mengikuti Bimbingan Perkawinan

KepadaYth.
Nama peserta Bimbingan Perkawinan

Assalamu’alatkum Warahmatullaht Wabarakatuh

Menindak lanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor: ... Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Pranikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama Kab/Kota/KUA/Lembaga
......... Akan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon
Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal

Waktu

Tempat

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara/i dapat hadir
pada acara dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya, kami
ucapkan terimakasih.

Waséalamu ‘alaitkum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan lembaga/Ketua
Panitia

Nama



2. Surat permohonan menjadi narasumber

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

Nomor : Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun
Lampiran

Perihal : Permohonan Menjadi Narasumber

KepadaYth.

Nama Narasumber

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor: ... Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama
Kab/Kota/KUA Kecamatan/Lembaga ....... Akan menyelenggarakan
Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang akan
dilaksanakan pada:

Hari/tanggal

Waktu

. Tempat
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara menjadi

narasumber pada kegiatan tersebut dengan materi .......
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami

ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pimpinanlembaga/Ketua

Panitia

Nama



3. Jadwal acara

HARI

JAM

MATERI

PENGAMPU

08.00-10.00
10.00-11.00

11.00-12.00

Pembukaan dan Pengarahan
Perkenalan, Harapan, dan Kontrak
Belajar

Mempersiapkan Keluarga Sakinah

PimpinanLembaga
Narasumber Terbimtek

Narasumber Terbimtek

12.00-13.00 ISHOMA Panitia

13.00-14.00 Mempersiapkan Keluarga Sakinah | Narasumber Terbimtek
(lanjutan)

14.00-17.00 Membangun Hubungan dalam | Narasumber Terbimtek
Keluarga

II

08.00-10.00

10.00-12.00

12.00-13.00
13.00-15.00

15.00-17.00

Memenuhi Kebutuhan Keluarga
Menjaga Kesehatan Reproduksi

ISHOMA
MempersiapkanGenerasi berkualitas
Post

Evaluasi, Refleksi, Test,

danPenutupan

Narasumber Terbimtek

Puskesmas/Narasumber
Terbimtek

Panitia

Narasumber Terbimtek

Narasumber Terbimtek

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

A
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Fatheh Satria

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 06 Agustus 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Dukuh Sari RT 06/03, Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel,
Kab. Kendal

Pendidikan : - SD N 2 Ngampel Kulon

- SMP N 2 Pegandon
- MAN Kendal
- UIN Walisongo Semarang
Organisasi : - Resimen Mahasiswa YON 906 “Sapu Jagad” UIN Walisongo

Semarang



